
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan
Pemerintahan dalam menunjang kelancaran tugas
dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawab pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DANURAIANTUGAS
DINASKOMUNlKASI,INFORMATIKA,

STATISTIKDANPERSANDIAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBALANGAN,

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 118 TAHUN2022

BUPATIBALANGAN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeriSipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
NegaraRepublikIndonesia Nomor3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6264);

9. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 12Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor451);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Antara
Daerah
Tahun
Negara

2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
RepublikIndonesiaNomor6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6573);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daepah
otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan.

4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Pasal1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATITENTANGTUGAS,FUNGSIDAN
URAIANTUGASDINASKOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIKDANPERSANDIAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2021 Nomor546);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor2);

14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021
Nomor25);

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 3 -



BAGIAN HUKUM
SETDA

,

(3)Uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan

kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang statistik
sektoral, pengelolaaninformasi dan saluran komunikasi publik,

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
menyelenggarakanfungsi sebagaiberikut :
a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi

publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan
informasi,dan statistik sektoral;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan
informasi,dan statistik sektoral;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan
komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk
pengamanan informasi,dan statistik sektoral;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(1)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
mempunyaitugas sebagaiberikut:
a. membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

informasidan komunikasipublik;
b. aplikasi informatika;
c. persandian untuk pengamanan informasi;dan
d. penyelenggaraanstatistik sektoral serta tugas pembantuan yang

diberikankepada daerah.

Pasal2

BAB II
TUGAS,FUNGSIDANURAIANTUGAS

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi,Informatika,
Statistik dan PersandianKabupatenBalangan.

7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika,Statistik dan PersandianKabupatenBalangan.

8. Sub Bagian adalah sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian dan Sub Bagian
Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis daerah di lingkungan
DinasKomunikasi,Informatika,Statistik dan PersandianKabupaten
Balangan.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disebut UPTDadalah
UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
PersandianKabupatenBalangan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionalyang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilantertentu.
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(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mempunyai tugas mengoordinasikan,membina dan mengendalikan:
a. penyusunan rencana dan program;

Pasal4

BagianKesatu
Sekretariat

Unsur-unsur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian terdiri dari :
a. Sekretariat;
b. BidangPengelolaanInformasidan KomunikasiPublik;
c. BidangPengelolaanAplikasiInformatika;
d. BidangStatistik dan Persandian;
e. Unit Pelaksana TeknisDaerah; dan
f. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

BAB III
UNSUR-UNSURORGANISASI

pengembangan komunikasi publik, pengelolaan infrastruktur e­
Government,dan layanan e-Government;

b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang statistik
sektoral;

c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang pengelolaan
informasidan saluran komunikasi publik;

d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang
pengembangankomunikasi publik;

e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang pengelolaan
infrastruktur e-Government;

f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang layanan e­
Government;

g. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan teknis komunikasi dan informasi bidang statistik
sektoral, pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik,
pengembangan komunikasi publik, pengelolaan infrastruktur e­
Government,dan layanan e-Governmnet;

h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
komunikasi dan informasi bidang statistik sektoral, pengelolaan
informasi dan saluran komunikasi publik, pengembangan
komunikasi publik, pengelolaan infrastruktur e-Government,dan
layanan e-Government;

1. membina dan mengawasipengelolaankesekretariatan; dan
J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.
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Pasal5
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
a. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan;dan
b. Sub BagianUmumdan Kepegawaian.

(3)Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan
Dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikanevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaankeuangan
Dinas;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
Dinas;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaanaset Dinas;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan
hubungan masyarakat Dinas;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaanadministrasi kepegawaianDinas; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakanfungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

penyusunan programdan rencana kegiatan Dinas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

penyusunan anggaran dan pengelolaankeuangan Dinas;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pengelolaansurat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pengelolaanaset Dinas;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
Dinas; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaanadministrasi kepegawaianDinas.

b. pengelolaankeuangan;
c. menyelenggarakanurusan umum; dan
d. administrasi kepegawaian.
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaiamana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengelola surat-menyurat;
b. mengelola ekspedisi dan kearsipan;

Pasal7

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(2)Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

sesuai kebutuhan;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan

rencana strategis;
d. menyiapkan bah an evaluasi program dan rencana kegiatan;
e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai

kebutuhan;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja;
g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung­

jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

keuangan;
J. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan

keuangan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan

rencana anggaran pendapatan dan belanja;
1. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi

keuangan;
m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan

pertanggung jawaban keuangan;
n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal

maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
b. evaluasi;
c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
d. penyusunan rencana anggaran;
e. penatausahaan; dan
f. pelaporan keuangan.

Pasa16

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
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pegawai;
o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi

kepegawaian;
p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data

kepegawaian;
q. menyiapkanbahan dan mengelolainformasikepegawaian;
r. menyiapkanbahan pembinaan pegawai;dan
s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(2)Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal
retensi serta penghapusan arsip;

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan
menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Tahunan Barang Unit;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan

pengelolaan aset;
1. menyiapkanbahan dan menyusun laporan pengelolaanaset;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan

masyarakat dan keprotokolan;
k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi

dan ketatalaksanaan;
1. menyiapkanbahan dan memprosesadministrasi pembayarangaji

dan tunjangan;
m.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar

urut kepangkatan pegawai;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja

c. mengelola urusan rumah tangga;
d. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
e. mengelola organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pengelolaan aset; dan
g. administrasi kepegawaian.
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(3)Uraian tugas Bidang PengelolaanInfonnasi dan KomunikasiPublik
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)adalah sebagaiberikut :
a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan aspirasi dan layanan

infonnasi publik, pengelolaan dokumentasi, produksi dan
diseminasi infonnasi serta pengelolaan komunikasi, media dan
kemitraan;

b. menyusun program,mengoordinasikan,membina,mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan aspirasi dan layanan infonnasi
publik;

c. menyusun program,mengoordinasikan,membina,mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan dokumentasi, produksi dan
diseminasi infonnasi;

d. menyusun program,mengoordinasikan,membina,mengatur, dan
mengendalikanpengelolaankomunikasi,media dan kemitraan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
aspirasi dan layanan infonnasi publik, pengelolaandokumentasi,
produksi dan diseminasi infonnasi serta pengelolaankomunikasi,
media dan kemitraan;

f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pengelolaan aspirasi dan layanan infonnasi publik, pengelolaan
dokumentasi, produksi dan diseminasi infonnasi serta
pengelolaankomunikasi,media dan kemitraan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
aspirasi dan layanan infonnasi publik, pengelolaandokumentasi,
produksi dan diseminasi infonnasi serta pengelolaankomunikasi,
media dan kemitraan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pengelolaan aspirasi dan layanan infonnasi publik, pengelolaan
dokumentasi, produksi dan diseminasi infonnasi serta
pengelolaankomunikasi,media dan kemitraan;

1. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sarna
dengan satuanjunit kerja dan instansi terkait pengelolaan

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengelolaan Infonnasi dan Komunikasi Publik mempunyai
fungsi sebagaiberikut :
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalianpengelolaanaspirasi dan layanan infonnasi publik;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pengelolaandokumentasi, produksi dan diseminasi
infonnasi; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalianpengelolaankomunikasi,media dan kemitraan. .

(1)BidangPengelolaanInfonnasi dan KomunikasiPublik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas
mengoordinasikan,membina,mengatur dan mengendalikan:
a. pengelolaaninfonnasi; dan
b. komunikasi publik.

Pasal8

BagianKedua
BidangPengelolaanInfonnasidan KomunikasiPublik
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aspirasi dan layanan informasipublik, pengelolaandokumentasi,
produksi dan diseminasi informasiserta pengelolaankomunikasi,
media dan kemitraan;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik, pengelolaan
dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi serta
pengelolaankomunikasi,mediadan kemitraan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan
aspirasi dan layanan informasipublik, pengelolaandokumentasi,
produksi dan diseminasi informasiserta pengelolaankomunikasi,
media dan kemitraan;

1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik,
pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi
serta pengelolaankomunikasi,media dan kemitraan;

m.menyiapkan bahan koordinasi monitoringdan analisis opini dan
aspirasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah;

n. menyelenggarakanlayanan monitoringisu publik di media (media
massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei,
jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat terhadap
penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan daerah;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi hasil pengolahan
aduan masyarakat dengan instansi dalam ruang lingkup
PemerintahDaerah;

p. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan
citra PemerintahDaerah;

q. menyusun hasil kajian opinipublik di media;
r. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

s. melaksanakan peliputan, pengumpulan, dan pendokumentasian
informasipublik;

t. melaksanakan koordinasi pengolahan informasi tentang
kebijakannasional dan daerah dalammendukung pembangunan;

u. melaksanakan koordinasi pengemasan ulang informasi konten
nasional menjadi konten daerah untuk mendukung kebijakan
pemerintah daerah;

v. melaksanakan penyediaankonten lintas sektoral;
w. menyelenggarakanlayanan pemantauan tema komunikasi publik

lintas sektorallingkup nasional dan daerah;
x. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan diseminasi

informasi pembangunan daerah melalui media pemerintah dan
media non pemerintah berdasarkan strategi komunikasi
kebijakan nasional dan daerah;

y. melaksanakan diseminasi informasipembangunan dan kebijakan
daerah melaluimedia pemerintah dan media non pemerintah;

z. melaksanakan diseminasi informasilangsung kepada masyarakat
melaluikegiatan cinema informasi;
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(3)Uraian tugas Bidang PengelolaanAplikasiInformatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan teknis tata kelola e-Govemment,

pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data serta pengelolaan
infrastruktur dan sumber daya teknologiinformasi;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikantata kelola e-Govemment;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas
data;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang PengelolaanAplikasiInformatikamempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian tata kelola e-Government;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalianpengelolaanaplikasi dan interoperabilitas data; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pengelolaan infrastruktur dan sumber daya
teknologiinformasi.

(1)Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aplikasi
informatika.

Pasal9

BagianKetiga
BidangPengelolaanAplikasiInformatika

aa. melaksanakan klarifikasidan menggunakan hak jawab di media
terkait pemberitaan yangmerugikan Pemerintah Daerah;

bb. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan
komunikasi, media dan kemitraan;

cc. mengolah bahan koordinasi dan kerjasama komunikasi, media
dan kemitraan;

dd. melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber
daya komunikasi dan informasi melalui bimbingan teknis,
diklat, workshop,kursus dan program serta kegiatan lainnya;

ee. mengolah bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber
daya komunikasi publik dalam mengelolainformasipublik;

ff. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional
di bidanghubungan masyarakat dan bidang teknologiinformasi;

gg. melaksanakan pemberdayaan KelompokInformasiMasyarakat;
hh. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan atau unsur

masyarakat terkait dalam rangka menyelenggarakan
pertunjukkan rakyat;

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait
pengelolaansumber daya komunikasi; dan

gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan infrastruktur dan sumber daya
teknologiinformasi;

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tata kelola
e-Gouernmeni, pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data
serta pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi
informasi;

f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
tata kelola e-Gouernmeni, pengelolaan aplikasi dan
interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan
sumber daya teknologiinformasi;

g. menyiapkanbahan dan menyusun petunjuk teknis tata kelola e­
Government, pengelolaanaplikasi dan interoperabilitasdata serta
pengelolaaninfrastruktur dan sumber daya teknologiinformasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
tata kelola e-Government, pengelolaan aplikasi dan
interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan
sumber daya teknologiinformasi;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sarna
dengan satuanjunit kerja dan instansi terkait tata kelola e­
Government, pengelolaanaplikasi dan interoperabilitasdata serta
pengelolaaninfrastruktur dan sumber daya teknologiinformasi;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
tata kelola e-Government, pengelolaan aplikasi dan
interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan
sumber daya teknologiinformasi;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tata kelola e­
Government, pengelolaanaplikasi dan interoperabilitasdata serta
pengelolaaninfrastruktur dan sumber daya teknologiinformasi;

1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan tata kelola e-Government, pengelolaan aplikasi dan
interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan
sumber daya teknologiinformasi;

m. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria penyelenggaraantata kelola e-Government;

n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
tata kelolae-Gouernmeni;

o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata
kelolae-Gouernmeni;

p. melaksanakan verifikasi,klasifikasidan standarisasi data;
q. melaksanakan pengkodeandata;
r. melaksanakan pengolahandata;
s. melaksanakan perekarnan,updating dan pengarnanan data;
t. melaksanakan identifikasipermasalahan dan analisis kebutuhan

data;
u. melaksanakan analisa data serta penyusunan tabulasi data;
v. melaksanakan integrasi data dari seluruh sistem informasiyang

digunakan olehPemerintahDaerah;
w. melaksanakan pembangunan dan operasionaldata center;
x. menyiapkan bahan pengembangan, perekayasaan, infrastruktur

jaringan teknologiinformasidan komunikasi;
y. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan

infrastruktur jaringan teknologiinformasidan komunikasi;
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(3)Uraian tugas Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)adalah sebagaiberikut :
a. menyusun kebijakan teknis pengumpulan data statistik,

pengolahan data statistik sektoral serta persandian dan
keamanan informasi;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikanpengumpulan data statistik;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikanpengolahan data statistik sektoral;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikanpersandian dan keamanan informasi;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BidangStatistik dan Persandian mempunyaifungsi sebagaiberikut :
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalianpengumpulan data statistik;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalianpengolahandata statistik sektoral; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalianpersandian dan keamanan informasi.

(1)Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan:
a. statistik; dan
b. persandian.

Pasall0

BagianKeempat
BidangStatistik dan Persandian

z. menyiapkan bahan pengendalian infrastruktur jarmgan
teknologiinformasidan komunikasi;

aa. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pelaksanaan
pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan
komunikasi;

bb. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan / pemilihan
infrastruktur jaringan teknologiinformasidan komunikasi;

cc. menyiapkan bahan kerjasama pengendalian infrastruktur
jaringan teknologiinformasidan komunikasi;

dd. menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi infrastruktur
jaringan teknologiinformasidan komunikasi;

ee. menyiapkan bahan pemeliharaan infrastruktur jaringan
teknologiinformasidan komunikasi;

ff. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian
kelayakan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan
komunikasi;

gg. melaksanakan kegiatan pengembangan, perekayasaan, dan
pengendalian infrastruktur jaringan teknologi informasi dan
komunikasi; dan

ee. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi;

f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi;

g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuanj unit kerja dan instansi terkait pengumpulan data
statistik, pengolahan data statistik sektoral, persandian dan
keamanan informasi;

j. menyiapkanbahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi;

k. menyiapkanbahan dan menyusun laporan kinerja pengumpulan
data statistik, pengolahandata statistik sektoral, persandian dan
keamanan informasi;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik
sektoral, persandian dan keamanan informasi;

m. menyiapkanbahan perumusan kebijakankeamanan informasidi
lingkunganPemerintahDaerah;

n. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola
persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi,
pengelolaansumber daya manusia sandi, pengelolaanperangkat
lunak persandian, pengelolaanperangkat keras persandian dan
pengelolaanjaring komunikasi sandi;

o. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional
pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkunganKabupaten;

p. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional
pengamanan komunikasisandi;

q. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasi,pengelolaansumber daya persandian, operasional
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
komunikasi sandi;

r. menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan
keamanan informasi;

s. menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklasifikasimelalui
pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah
Daerah

t. menyiapkan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi
milikPemerintahDaerah;

u. menyiapkanbahan pengiriman,penyimpanan, pemanfaatan dan
penghancuran informasiberklasifikasi;
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UPTDsebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibentuk untuk :
a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara

langsung berhubungan dengan pelayananmasyarakat; danZatau

Pasal 11

BagianKelima
Unit PelaksanaTeknisDaerah

v. menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan
informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program
pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshopdan I atau seminar;

w. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia sandi melalui programpendidikan, pelatihan, fasilitasi,
asistensi, bimbinganteknis, workshopdan I atau seminar;

x. menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan
pemusnahan perangkat lunak dan perangkas keras persandian;

y. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan
jaring komunikasi sandi;

z. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat
lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi
antar perangkat daerah;

aa. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat
keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi
antar perangkat daerah;

bb. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan unsur
pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar
perangkat daerah;

cc. menyiapkan bahan pengamanan terhadap kegiatan
Iasset/fasilitaa/Instalasi penting/vital/kritis/ melalui kontra
penginderaan danIatau metode pengamanan persandian
lainnya;

dd. menyiapkanbahan pengamanan informasielektronik;
ee. menyiapkanbahan pengelolaan Security Operation Center dalam

rangka pengamanan informasidan komunikasi;
ff. menyiapkan bahan pemulihan data dan atau sistem jika terjadi

gangguanoperasionalpersandian dan keamanan informasi;
gg. menyiapkan bahan penyusunan instrument pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasi,pengelolaansumber daya persandian, operasional
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
komunikasi sandi;

hh. menyiapkan bahan pelaksanaan program pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pengeloalaan informasi
berklasifikasi,pengelolaansumber daya persandian, operasional
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan
fungsionalsandiman; dan

Il- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal15

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf e terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
b. kelompok jabatan fungsional

Pasal 14

(2)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipimpin oleh
seorang kepala UPTD.

Pasal13

UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. perencanaan, pe1aksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional

dan/ atau teknis penunjang tertentu; dan
b. pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

Pasal12

penunjang tertentu untuk
pada Dinas Komunikasi,

b. melaksanakan kegiatan teknis
mendukung pe1aksanaan tugas
Infonnatika, Statistik dan Persandian.
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